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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku mencari segala bentuk rezeki, tupi tidak menemukan rezeki yang lebih




ABSTRAK

Dahlin. 2021, “Efektivitas Hukum Adat Sebagai Keomrol Sostal pada
Masyarakar adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ",
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ABSTRACT

Dahlia. 2021, “Effectiveness of Customary Law as Social Control for
Indigenous Peoples of Tanah Towa Village. Kajang District, Bulukumby
Regency ", Thesvis, Study Program of Pancasila and Citizenship Education. Faculty
of Teacher Training and Education, U ersity of Muhammadiyah Makassar,
(supervised by A. Rnlumm{iﬁ..' Rukman. The purpose of the first
study was to determine the effecti n \“ ' lnuﬂmcm]commlfm!he
indigenous people of Tanr ‘-f.--' _ ..\ it Bulukumba Regency.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

guilau, baik kecil maupun  besar,

gk budava dan adamyu

scbush komumitas, Dy sumping itu, B donesia adalah masvarakal vang
agmmis. Antari agama, budayva, dan adat. pada sis1 tertentu terfihat beryalan
seiruma, damun pada sisi-sisi terenty, terkadang ledjadi perténtangan antars
kedunnyas Hukum adat ttu adalah hukum vang sehagun besar tidak termlis,
bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budava masyamkat hukum sdat di
Indonesis vang berlundisskan pada budaya lisan dan budaya tutur. Dilthat dari

perkembangan hidup manusia, tenadinys hukum adat sty mulai don pribad)




manuskt vang dibert Tuhan skal pikiran don penlaku, Perilaku vang terus menerus
dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebigsaan pribad

itu ditiry orang lin, maks [z akan juga menjadi kebiasaan ormng tersebut

\SY, 2070 a0s
. - \ﬁ‘\ //I';llll"t\% n
'pA ~) =\ @'

il

Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ketentuan yang mengntur tentung hokum adm
digtur dalam Pasal 188 ayat (2), pasal tersebut berhunyi “Negara mengakui dan
menghormat susty kesatuan masyarakat hukum adit beserta hak tadisionnlnya
scpamang masth hidup dan sesum dengan prinsip negara kesatumn repubhk
indonesia” Undung-Undung Negars Republik Indonesin Tahun 1945 sebagu

konstitus: negara. mengakw keberadaan masyarakat adat besertn huk-haknya




Kesatuan masyarakat hukum adst (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam
Negam Kesatuan Republik Indonesin

Secara vuridis-nommatif, hukum adat selsh diskul kewenangan dan huk

dasar-dasar pokok Agrara hal 1m masyarakat hukum sdut merupakan bagun dan

negara Indonesia yang kedudukannyva sangat berpengaruh dan dijamin konstitusi
dalam membangun polink, sosial, ekononi, hukum din hak asasi manusia untuk
tercnpuinya ketahanan dan keamunun nasional supasa masyarakat multikultural
memiliki kelompok kelompok etnis vang berbeda dalam kebudavaan, bahasa,
mila), adst isnadm dun ww Kelakuan vang dinkw sebagn jalun posinf untuk
menciptakan toleransi dalam scbuah komunitas ( Achmad, Nur. 2001,




Dalam konteks mi, mosyarakat berhak dalam menjaga eksistenst hukum

adat dan Kewenangan ashinya. Eksistenst dan kewenangannya tersebut merupakan
hak untuk mempertahankan ilentitas tradisional dan hak masvarakal tradisional.

lingkungan dan bagian vang tak terpisabkan dan Negarn Kesatuan Republik

Indonesia

Desu Kepang Ammutos Kecamuotun Kmung Kabupaten  Bulukumba
merupakan salah son wiloyah yang dikenal kaya akan budaya dan adat istiadat
Sebagai pengantir hubungun antars manusia sampai pads penerapan sanks sdst
terchadap setimp perbuamn yang menurut adat masyarakal Kajang Ammatoa

melangear ketentuan bermasvarakat. Untuk ity 'berdasarkan pengamatan peneliti




penting untuk mengangkat min-nilal vang wrkandung dalam hukum adat Desa
Tanoh Towa. Kecamatn Kajang, Kabupaten Bulukumba gkan budsys warisan
letuhur, Namun, perkembangan zaman milai-nila budava ikut terkikis. hukum adat

vang dulunys pegangpan don ikatan de N - masyakal mulai dingoalkan.

dmnggolkan diharapkan akan membenkan dampak posmif terhadap Kehidupan
masyurakat, misalnya melatus hukum adat konflik sosial dapat tercegah

B. Rumusan Masalah

Rerdasarkan Latar Belukang vang relah dikemukakan di atas muka peneliti
dipat menarik beberapa Masdluh vang akan diangkat untuk dibahas antara lun
adalah sebagai berikut




Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagm kontrol sosil masyamkat Adut

Desa Tanah Tows Kecsmatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

Penelitinn ini diharaphan dapat membenkan bahan masukan bagi Geralan-

gerukan  Sosml lamnva dalam melokukan aktivims-aktivitas  koleknf yang

bertujuan melakukan perubuahan sosial
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KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dalam melgkukan penelitian ing
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dengan kata sasaran tereapm karena adanva proses kegintan, Menurut Kurnviawan
(2008), clektivitas adalah kemampusn melaksanokin tugas, fungsi (operasi
kegintan program atau misi) danipada suatu organisast atou sejemsnya yang tdak
adanva tekanan ntau kétegangan diantara pelaksanaanmnya

Sementara  Effendy (2003) menvebutkan bahwa cfektivitas  adaloh
komunikasi yang prosesnye mencapal fujuan vang direncanakan sesual dengan

biava vang dianggarkan, wakiu yang ditetapkan dan jumlah personil yang




duentukan. Berdasarkan pendapat di stns efektivitas adalsh sustu komunikasi
yang melalui proses tertentu, secam terukur yaitu tercapainyi SUSAmn ol tujusn

vang ditentukan scbelumnva. Dengan bigva vang diangearkan. waktu wiang

berjalan dengan lancar,

dengnn vang diinginks
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e 1 * ndak rerlalau
iemerhatikun  prbadi-pribadi, yang pergaulan idupnya distur  oleh

hukim atsi perundang-undangan

b Perspekul individu. atau ketaatan yang letnh banyak berfokus pada segi
individu ntau pribadi, i mana pergaulan ludupnya dintur olch perundang-
undangan.  Perspehnf ini febih berfokus  pada  masyarakat  schagai
kumpulan pribadi-pnbadi.  Faktor kepentingan yang menyebabkan
sesorang menaun atau odak menaatt hukum. Dengan kata lam, palia-pola
prlaky  worga masyirakat vang  banyak  memengarubi  efektivitas
perundang -undangan (Effendy 2003),



Suaty perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena
yang tmbul dalam masyarskal, dapat dipandang dari dus prinsip, menuru
Achmad Al yaitu

a) Prinsip pasa-doamus.

edangkan vang dmarres

/TN
\ "

perundung-undangun tersebut Reaksi munghkn bersift ketastan, wetuaps juga
dapat berwujud ketidukiaatan.

Efektvites dalem  dunia resit dimu-ilmu sosial  dijgbarkan  dengan
penemuan atau produknvitas, dumana bagi sejumish sarana sosial efckufitas
sring kali ditinjau dan sudut Kualitas pekerjann stau program kero Dard
pendapamt beberapa ahli di gias dapar disimpulkan: pengertian efeknvims vaitn

keberhasilan suatu aklifitas atou kegintan dalam mencapal (Wjuan (sasaran) vang
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telah ditentukan schelumnyn. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai
sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat
schinn banyak pertentangnn pendapat seﬁuhtmg dengan chra meningkatkannya,

cara mengatur dant bahkun cars mg ndikator efekuvitas Sehmngea

/-hg‘ \*‘P'KTSSA ‘?'Q* \
\-.,11 'I F/

2. Konsep Hokum Adat di Indonesia
Seiring dengan perkembangannya tmbul permusalphan mengenat sanks

vang tegas apabila fteadi  penvalshgunasn mrsoft gun  Sanksi  bagi
penvalahgunann senjata ipi weituang jelas dalam Pasal | avat (1) Undang-Undang
Darurst Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api vang berbunyi sebagai
berikut:

“Bamng swpa. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesis membus,
menenima,  mencoba  memperoleh,  menyershkian  atiy mencoba
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menyerithkan, menguasal, membawa, mempunyal persediaan padanya atiu
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut. menyembunyikan,
mempergunakin, alau mengeluarkan dan Indonesia sesuntu senjata apl,
amunist atau sesuity baho peledak, dihukum dengan hukuman mat atuy
hukuman pemjara seumur hidup atau hukuman penjan sementara setinggi-
tmgginya dua puluh tahun™

"w, 1951 Temtanz Peraturan

NG

Januan 1920, vang menyvatakan buhwa Hukum Eropd akan berlaku bagi golongan
Eropa bertnku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesi Asli, namun menyainkan
dengan sukarela bahwa i akan menundukkan din hukum Eropa Sedangkan
dalam lapangun perdats bagi golongan orang Indonesia vang lain, akan berluku
hukum adat dengan syarat udak bertentungan dengan dasar-dasar keadilan vang

diakui umum




Sebaliknya apabila peraturan hukum sdat bertentangan dengan dasar-dusar
keadilan atan terdapat suntu masaluh yung ndak datur dalam hukom ndst, maka

hakim wajib memakal dasar-dnsar umum hukum perdata Eropa scbagal pedoman,

)

1 ;h]d“h 97/
i
1

PN g
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luyak diongkat sebagai hukum nasional yang modern Dalam Undang-Lindang
Dasar 19435, secara eksplisit ndak ada satu pasal pun vang menvitikan berlakunya
hiikum adat di Indonesia Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Konstitusi
RIS. yang secara konstitusiona! dapat diketemukan pasal-pasal yvang merupakan
landasun hukum berlakunva hukum adat, sebagaimang dinvatakan dulam pasal
146 aval (1) vang menvatnkan buhwa keputusan kehakiman barus bens: alasan-

alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang
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dun aturan hukum adar vang dijndikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1)

Konsitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang

Dasar Sementara 1950

nilai-nilor hukum dan rase kesdilan dalam masyarakor, saluh saunva sdalah
hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang wmbih dan
berkembang di musvarakst Kedus pasal tersebut memberikan Kewennngan
kepada hakim dalam memutus perkara dengan mendnsarkan pada bukum adat.
Hukum sdat tumbiib dan cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia
Maka hukum adat dupat dilacak secam kronologis sejak Indonesin terdin atas

kerajaan. vang tersebar di seluruh nusantamm. Realitas sosul budaya dikonstruksi
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oleh pujangea yang satu dikonstruksi oleh pujangpa vang lain, sen dikenstruksi
kembsh puangea benkutnya Pemturan adat 1sbadat ki ini, pade hakikstnva
sudah terdupat pada zaman kuno, zaman pra-hindu. Adat istiadat vang hidup

4

.'-\‘*,1_ ,11. “' f_f);
R

-

] 1 { +
a" o
;_‘ M =
e —
—_— ar] —
| ) e e
" - 5

=

g

oleh' Soepomo maka hukum adar pembentukan dapm melalut Baidan Legistant,
melalui pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma vang bersumber pada
nilal (Welwes) Namun, hukum dan hukum adat pads Khususnva mentn
karnkternya, ada

1) Hukum adat memiliki karokter bersifat netral, dan

2) Hukum adat memiliki karakter bersifin ndak netral karena sangat erat
kastannya déngan nilai-mnilar relegius (Soepomo. 2004},
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Pembedaan inl penting untuk  dapat memahami pembentukan  atau
perubaban hukum vang akan berlaku dalam masvarakm Hukum netral- hukum

lalu lintas-adalsh hukum yang relative longear kaitannya dengan miln religius

siepala akibat-akib

Hukum adat sebay

~membentuk hukum négara Indonesia (Kompas 2012),

Djojodigocne menjciaskan bahwa hukum adat bumiputra dalam arti
substansizl sebagai realitas hukum yang hidup di kalangan rkyat Indonesia harus
menjadi dasar bagi hukum negam.19 Hukum adat bumi putra dalam ar
substansmsl adalsh bahan hukum yang nvemnyata hidup di kalangan rakvat

golongan bumiputra dan sast itu (sampai suat ini) belum dikodifikasikan
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Indonesia seharusnya menggunakan sistem hukum adat, bukan sisten hukum
kodiftkarse.

Sistem hukum adat perlu diterapkafidalam hukum negara karena hukum

adat merupakan bahan hukum 4 /\ galitas hukum atas berbapai

sangal masuk akal jika pemenintohan Orde Bare sengne melemahkan hukum

adatnyn Sebab pakar hokum, seperti Mochtar Kusumaatmadja membenarkan
pembangunan hukum Indonesia menggunakan teor hukum Roscoe Pound, vt
fow s a ool ofsocd engmeering, Napwm, penggunaan teon tersebut tdak

sepenuhmya tepat

D sisi [am, penerapan teort itw mendorong pembangunan hukum melalur
rekayasa perundang-undangan. dan di prhak lam, teor tersehut mengakui berbagai
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model penyelessian sengketn di luar pengadilan. Mengingat suatu peraturan
hukum vang dibust wajib memben kepussan pada scbagun masyvarakat Kedua,
lnktor kebutuhan investor terhadap tanah sejak tahun 1967, kKhususnya dalam
bidong perambangun.  perkebuns
Pemenintah bersama dengs i e L ndang vang secara

varg  menvebabkan

ulavat, baik

ﬂ"?ﬂ‘z i \
,f,fffi ALt A

senitralisas: peme
masvarakat hukum SHCS 0 vk hum adat don
masyarakat hukum adat int skomparihel dengun setmnngit Kebangsann dan bahwa
masulsh hukum adat im dipandang sebugar bagian dan masalah SARA (suku,
agama, s, don antargolongan) yang merupakan ancaman bogi ketahanan
nasional. Kenga sebab im vang mengakibatkan kesatuan masvarakal hukum adat

dart masa ke masa semakin termagmalisasi (Syufi'ie, lnu Kengana 2005)




Sering perkembangan zamon masverakat hukum adal sebagai persekutuan
hukum diakui dan dihorman tdak hanya stntusnya, tetapi lebih ditentukan oleh

hak-hak dan kéwenangannyva F-:ngnturth erkait fungs) dan peran lembaga adat

dalam suaty huky

dengan istlah hukum  adat  Di dulom  Ineratur,  Snouck  Hurgronge
memperkenalkan istilah Addarrecht (hukum sdat) sebagai hukum vang berdaku
bagi bumi putra (orang donesin wsli) dan orang timur asing padn masa Hindia
Belonda:

I sampmg ity defims) yang sama juga dikemukakan oleh Van
Vallenhoven yang mendelinisikan hukum adat sehagai hukum vang berlaku bag
rakvi Indonesia asti Sehingea sctidaknya dapat dipahamu bahwa hukum adat
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merupakan hukum yvang hodup di tengsh masyarnkat Indonesia. serta berlaku bagi
masyarnkal Indonesia yung mana dalam hal im setiap tempat hukum adat ersebut
memiliki pengaturan vang berbeda namun pada dasamya memiliki akar konsep

a Hukuth, maks keberadaan

A
QP'“SS‘? 5
N\‘ ;'1. h’r';{'

‘h“\&:\l- :

f i : "
J?}r.fn 71. [ r b',‘\l:N

: "1.

masyarakat hukum adal terkdit mengenai eksistensinva Dalam arnan asyarakat
hukum ndat dilindungi konstitus: eksistens: masyarakat dan segula hal vang hidup
di dalam kehidupan masyarakat ite sendin, fermasuk i dalam hal im adalah
hukum sdut it sendin yvang menjadi bogwn doni masvarakat hukum ador I
sampijng itw. pengakuan dan penghormatan hukum Negara itu berlaku sepanjang
hukum adal dan masyirakamya sendin masih hidup hingga saat mi




g

Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi

bangsa Indonesia umuk senuntiasa menjaga kelestanan masyarakar adar dan

instrumennyva sebagal warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sersh

dan syarat yang halsH

kepastian hukum atas hak-hak radisionalnya.

Di dulam ketentuannyi wrsebut masysarakat adit harus’ melaly ahapan-
whapan yong dilskokan secarn  bengenjang  untuk  mendapatkan  lezalisas)
pengakuan atas masyarakat hukum adat e sendiri dmana dalam hal ini tahapan-
tshapan wrsebut mehputs whapan identifikas) masyarakat hukum adat, venfikas:

dan validasi masyarakat hukum admt sern kemudian setelah 3 (tiga) tahapan
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tersebut dilslui maka dalam hal ini dilakukan penetspan masvarakat hukum adat
sebagal output dan thapan-mwhapan tersebut, Lebib lanjur dintur balwa dalim

tahapan identifikas) masyamkal hukum adat, hal+hal vang menjadi objek adalah

i _
:{{':.Ir.’l_h 11 *‘qf‘:“:‘

Datam artisn hukum edat yang pada umumva tdak ertulis memilika
kedudukan yang sama dengan hukum lainnva yong berlaku & Indonesia
mengngat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-{ndang
Dasar viu sendiri. Maka dalam hal mi dopat dipahami bahwa kedudukan hokum
adat i dalam sistem hokom & Indonesta wemiliki kedudukan secara
konstitusiona bersift sema dengoan kedudukan hukum pada umumnya berlaku

dalam kehdupan bemegara di Indonesia, namun vang patut diganis bawaky juga




lerdaput petbedaan antars hukum adat dengan hukum vang berlaky pada

umuminya yakni dan aspek keberlakunn dan bentuknya (Sunvamun Mustard Pide

-
] ¥
< B

"//J;“lvﬁ\\

g

Indonesia yang pluralis, schingga hukumnyapun pun daldm konteks pluralisme
hukum. Dalom hal kondist seperti itu pembinaan hukum di Indonesta dibadapkan
pada dus dimensi permusalahan yang sama pentingnya untuk  diperhatikan
(Khadzig. 2009)

Pertamu, adalah dulam rangka dimens global, wntangannva adalah agar
hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyamkat

dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain Karena hakum




Indonesia harus ditats sedémikin rupa schingga mampu untuk masuk dalam
mternks) hukum dunia Kedua, adalah dalan rangka dimens) domesuk, dikadapkan

pada kenvataan pluralisme hukum vang harus dijedikan sebagai berhak dan

Wl

W
Z

Dalam Barang Tubuh UUD 1945, ndak satupun pasal vang mengatur
tentang hukum adat Oleh karena nu, stwran unuk berlukunyva Kemball hukum
adat ada pada Aturan Peraliban ULTD 1945 Pasal 11, yang berbunyi “Segala badan
Negara dan peraturin vang ada masth langsung berlaku, selama belum dindakan
vang haru menurut Undang-Uindang Dasar ini”™ Atoran Peralihan Pasal 11 i
menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat Dalam ULDS 1950 Pasal 104
disebutkan bahwa seguls keputusan pengadilan harus benisi alasan-alasannya dan
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dalam perkora hukuman menyebut aturan Undang-Undiang dan aturan adint ving
dijacdikan dasar hukuman itu. Tetapr UUDS 1950 in1 pelaksanaannya belum ada,
maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945,

2 /\ kan bahwa bawr polongan

r ™

Dalum Pasal 131 ayal

e

Hak Pertuanun, yang secara tradisionn] diakui dalam hukum isdat.

Dalum konsitusi RIS pasal 146 avat | disebutkan bahwa segala keputusan
kehakiman harus bensi alasan-alasannyn dan dalam perkarn harus menyebin
suran undang-undang dan aturan hukwm adat yone dijadiksn desar Bukum ity
Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasul [46 ayat | dimuat kembali Dengan
demikian, hakim harus mengeali dan mengikuti perasanan hukum dan kendilan
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rakyat yang senantiass berkembang Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan
ketentuan pasal 25 ULIDS 1950 ada perintah bagi penguass untukmembuay
kodifikasi hukum.

Hal i termasuk di dalagg Rerintah kodiftkast i pada

3 / \ pritnh Kodifikasi il

. rQ‘ P.KA...U‘Q’P

dalam satu kelompé

Masyvarnkat  hukum  adat & Indonesia merupakan  masvarnkat  atas
kesamaan territorial (wilayah), Geneologiy (keturunon) dan writorial-gencaloge,
(wilsyah dan keturunan), schingea terdapat keanckoragaman bentuk masyamkat
adat dari sustu tempat ke tempat lainoya Adapun objek hak masyorakal atas

wilavah adamya (hok ulavat), sdalah woah, ar, wmboh-wmbehan, dan bmswng




Menurut Jimly Ashiddigie perlu diperhatikan bahwa peagakugn ini diberikan oleh
negara

I} Kepada eksistensi sustu masyg

tradisional yang dimilikinya,
2) El.:tslmm vang dukul ndglafi® /A\

hukum adat beserta  hok-hak

b ot i
"-.‘\

e ',:.‘\-. mn

,...-':'..r/ " o«\x
;:-{P”fli I 'a"n"h.:\

mdup dan se=usi
Indonesta yang dinfr=dnis I s Pasal 281 avat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 dinvatakan bahwa identitas budava dan hak
masyarnkat tradisionsl dibormati selaras dengan  perkembangan  jaman  dan
peruclaban

Berbagai undang-undang juga disinggung memgenal cksistensi hukum
adat dan masvaraki adat, antara lan dalam Pasal 6 avat (1) dan ayvat (2) Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 entang Hok Asasi Manusia. Undang-Undang




Nomor 5 tahun 1994 wntang pengesahan Konvensi PEB tentang K eanckaragaman
Hayat yang memuat prinsip froe and prioemformy convent, Uridang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrsh yang mengatur prinsip

desentralisast dalam pengelolaan sy alam. dan Pasgl | avar (30)
Undang-Undang Nomor 32

" 0 Pengelolaan
Lingkungan Hidup S MU H
/&/ : o,
: pKA?S_ b
+ B

lingkungan
hidup harus memeeTke st o keludupan
masyarakat

b Sumber Hukum Adua
Sumber hukum (adat) dalam ar yang sebenamya Sumber hubkum adat

dalum arti Welbors wrsebuwt, dak lan dan keyakinan temang keadulan yung
hidup dalam masyarakat tenenty. Dengan perkataan lun, Welbors itu adalah
konsep tentung keadilan suntu masvarakat, seperti Pancasila bag masyarakat

Indonesin. Sedangkan Kenhorn adalah sumber hukum (Adat) dalam ami dimana
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hukum (Adat) dapat diketshu) atau ditemukan Dengan kata lain, sumber, asas-
asas hukum (Adat) menempatkan dinnva di dalam masvarakar sehingga dengan

mudab dapat diketnhul Kenborn ity m n peniabaran dan Wethorn Ats

hukum itu scbagai kaidah

. /hsMUHq;,

kepentingannva tersehut

2 Menurut Setiono perhindungan hukum adalah tindakan ataw upava untuk
melindungt masyarakat dart perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
vang tidak sesual dengan aturan hukum, untuk méwujudkan ketertiban dan
ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati
marsbatnyva scbagal manusu.

3 Menurdt Muchsin  perlmdungan  hukum  osdalah keguatan  untuk
melindungt inchivida dengian menyerasikan hubungan nilal stau Kaidah
yang menj¢lmadalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergonlan hidup antara sesama mnusia.

4. Menurut Hery Hasanah perfindungan hukum, vaitu merupakan segala
upaya yang dapal menjamin adanya kepastian hukum, schingga dapat




memberikan petlindungan hukum kepada pihok-pihak vang bersangkutan
atau yang melakukan tindakan hukum (Achmad. Nur 20011 ),

Beberapa corak vang melekat dalum hukum adar yeng dapat dijadikan

Menurut kepercavaan bangsa Indonesia bafiwa di alam semesta ini benda it

berjiwa (anmusme). benda itu bergerak (dmammce). di sekitar kehdupan
manusia ji adn roh-roh halus yang meangawesi kehidupan manusia (jin,
malakar, 1blis, dansebagninya) dan alam sejagad 11 ada karena ada vang
mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta

3) Kcbersamaan
Kehidupan manusia selalu ditiha dalam wujud kelompok, sebaga

sty Resatwin vang utih Indivedu satu dengan yang lunnva tdak dupat
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hidup sendin, manusia sdaldh mekluk sosial, manusia selalu hidup
bermasyarakal,  kepentingan  bersams  lebih  divmmakan  danpada
kepentingan  perseorangan.  Corak  kebersamaan  dalam  hukum  adat

dimaksudkun babwa di dalam

gl

Corak hukum adat itu terbuka, artinva hokum adit it dapa
menenma unsur vany dutangnya dan Tuar asal ndek berenuwngan dengan
Jwa hukum adar nu sendin. Sedangkan corak hukum adat 1o sederhana
artinya hukam adut e bersuhaja, ndak rumit, ndak banvak administmsinga,
bahkan kebanyakan udak tertulis. mudah dimengert dan dilaksanakun
berdasarkan saling mempercaval. Keterbukaan ini misalnva, dapat diliha




il

dart masuknya pengaruh hukum Hindu dan hukum kewin anggas suami
wafal makastert kawmn lagr dengan saudara sunmy

6) Dapat Berubah dan Menvusuikan
Kalau ditilik dari batasan |

SN

8) Musvawarh dan Mufakat
Bahwn segala sesuatu selnlu diselesaikon dengan rasa kebersamaan,

kepentmgan bersuma lebih divtamakan danipada kepentingan pribadi sesuan
dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebaga sistem pemerinitahan
Hukum adat pada hekikatnva mengutamakan adanya musvawarah dan
mufakat, baik dalam keluargn, hubungan kekersbatan, ketetangpaan,

memulai suatu pekerjaan maupun dalum mengakhin pekerjsan. apalag
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perselisthan antars vang satu dengan yang lainnyve, disfamokan jalan
penyelesaiannva secorn rukun dan damm dengan musvewarah mufbkar,
dengan Saling memaafkan tidak begitu sy erburu-buru pertikaian iy
lavgsung dibowa atau disainps

/ff 1*‘*‘\
% / m \

prinsip hukum wdat dalam kehidupan sehari-han masvurakat
¢ Sistem Hukum
Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkiy, vang mencakup unsur,

bagian-bagisn. konsistensmya.  kelengkapan  dan  konsepsi-konsepsi  atau
pengertian-pengentian dasamva. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum maka
dinamakan sistem hukum, mencakup hal-hal scbagm berikut:

1) Hmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus yang pragmats, bahwa unsur

tertentu (atau elemmen tertentu], metupakan hukum, sedangkan vang luin adaloh
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tdak Dianggap sebagut hukum adalah aturan-sturan hidup vang tegadi karena
perundang-undangnn, Keputusan hakim oty vurisprudensi, dan kebiasaun

2) Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atos dasar bermacam-
maam kriteria, vang menghasilkan ¢

o

=

i
-

|

d) Yurssprudens: dengan hukum kebiasaan,
4) Kelengkapan suatu sistem hukum, menvangkut unsur vang berpengaruh
erhadap penégakun hukum, vokni adanva hukum, pencguk hukum, lasilitas

don warga masvarmakat (Jimly Assdicpe 2012).
Setiap unsur tersebut harus memenuhi syamt tertentu, dan keempat unsur
tersebut sdlmg berkmiun dan soling mempengaruln. Apabils sustu persturdn

perundang-undangan tidak lengkop misalnya, maka hakm wajib melakukan




penemuan  hukum dengan cara  melakukan  penafsiran, vakmi  penafsiran

gromaiikal, sejarh,  sistematis  atau teloologes.  Apabils hukum  dapmt

dikualifikasikan sebagar suatu sistem maka hukum adat dapwt dikatakan pula

bersami dan menghasilkan kebudayaan Dalam masvarakat Indonesin ada aliansi
uny gemenschappen [kebiassan/ pabungan) vang mana orang-orang memiliki
hubungan erat untuk satu twuan leluhumya, sebagian besar dalam  sebuah
perschutuan ada Keterkaitan pada wilavahnya, tanah desanya, mengikat kelompok
vang nnggal di dacrahnva don udak mempunymi hubungan kelumrpen untuk

menjadi aliansi hukum entitas genealogis (satuan Keturuntn)
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Setinp masyarakal sclalu ada ikatan hukum vang memiliki pemimpm
dalam suatu komumias vang rerorganisir, komunitas hidup ini dispat dikatakan

sehagmmasyarakat hukum. Fungsi dari ikagan ini untuk mengendalikan dimamika

Berdasarkun kedua fakwor ikatan tersebut, kemudian terbentuklah masyvarikat

hukum adat. yvang dalam studh hukum sdat disebut tiga tipe utama persekutuan
hukum adat vang dalam studi hukuk adat discbut:

1} Persekutuan hukum genealogiy
Pada persehutuan hukum (masvarskar hukum) pencalogls dasar

pengikut utuma angeowa kelompok sdalah persamann dalam keturunan,
artinya angeots kelompok itu terikat karena merssa berasal dan nenek

moyang vang sami Menurut parm ahh hukum adst & misa Hindia




Belanda masyarakat hukum genealogis ini dupat dibedakan dalam tga
macam, yaitu bersifit pateilinesl, matrilineal, dan bilmeral sty parenal,

2) Persekutuan hukum tertiorsad
Mengenai  persckutus W rerriorol yang  dimaksudkan

ampoknya  adalah daerah

memehhara jalannya hukum adal setlompat scbagaimana mestinva dan menjad|
pengavom dalam masyvarakat hukum adat seiempat. Sifat dan kepala adat dalam
masvarakal hukum adur sangot et kaitannya dengan suasana masyarmkat hukum
adat setemipal Akuvitas vang kemudian  dilakukan oleh Repala adat atau

pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum
adat pada pokoknya meliputi tiga hal sebagai berikut.
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a) Tindaksn-tindakan mengenal urusan tanah  berhubungan  dengan
adanya pertalisn yang ecramntwa lansh dun  persekutuan  yang
menguasal nahitu

by Penvelenppuruan  huk: Al usaha  unfukmencesnh  adanya

@ mestinya (pembinaan

T WBRASg,
bz 'P

Bahavanya bagi perimpin di muks bahwa kemungkinan benalannya terlalu

cepat, sehingga musvarakat yang dipimpinnya tertmggal jauh. Seorang pemimpin
di tengah-tengah, mengikuti kehendak vang dibentuk masyurakat [n selalu dupat
mengaman jalannyva masvamkat serin dapat merasakan suka dukanva Dan dia
dibarapkan dapat merumuskan perasaan serta keinginan masyarakat dan jugs

menimbulken kemginun masvarakat untuk memperbatki keadon vang kurang

menguniimghan.




4. Kontrol Sosinl Masynrakat
Alluh SWT berfirman dalam Surm Al Hadid Ayat 22

JB a8 AW A 3 Y g i B at e el

*

G e A RS

an vang menimpa dirimu

sendiri, semuanya tels

A((,Q’ WhKASs, - Yo,

: . amar 4
R\ 1977/
ek el g4

Istilah sosial oerel) mempunyur arti yang berbedn denagan stiluh

sosialtsme, Istilah sosial merwuk pada obejeknyn, vaitu masyarakat. sedangkan
soyialisme adalsh suatu (delogl vang berpokok pads perinsip pemikinan umum
(alnt-alat produksi dan jasa dalam hdang ekonomi) Sosiolog jelas merupakan
ilmu sostalyailu mosyarakal. sosiologi merupakan ilmy pengetuahuan yang berdin
sendiri karena telah memenubs unsur dan tlmu pengetahuan bahwa sosiologi

adalah ilmu vang mempelajan:
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8) Hubungan dan pengaruh tmbal hdlik antara ancks macam gejala
sostal. misalnya ekonomi dengan agama keluargn dengan moral,
politik dengan masvanikat

by Hulmngm.dnnpcngamh

nonsosil, misaln

Fb IﬂLﬂHA
y / ‘ég’ﬂ pRKASS &
/& WhKASs,

\\1,.\“:,;//

berpenilaku sejalan dengan perilaku yang memenuby kebutuhan masvarakat

Untuk memenuhi kebumhan masvaraknt makaperlunva terbentuknva  hukum
sehugni sosial owrra! masvirakat, digrtikan sebagni pengowas oleh masyamkat
terthadap jalannva pemenntahan. Dengon demikinn, sosial kontrol  bertujuan
mencaput Keserasion antara stabilitas, dengan perubahan dalam  masyarakat
(Tangke Wamua, 2003}




Dan sudut sifatnva cosial kontrol bersifat preventf alau rapresid, prevemtif
merupakan  usaha  pencegahan terhadap terjudinye  gangguankepastian  dan
keadilan. Sedang usaha represt/ bertujuan mengembalikan keserasian  hukum

il 2/
h‘?‘-‘:&x\‘. - '.-'Jf,;g

W 2N

b Y W

masyarakat vang merupakan perwujudan dar sustu kebutuhan hidup vang nyata
serty merupakan salah satu cam pandangan hidup vang secam keselurubannya
merupakan kebudayaan masyarakattempat hukim adat tersebut berdaku Hukum
adat juga merupakan nilm yang ndup dan berkembang di dalam masvorakat sustu
daerah. Walaupun sebagion besar hukum adat tidak tertulis, namun 1a mempunyai
days ikat vang kuat dulom musyaraknt. Ada sankst tersendin din masyarakat nka
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melanggar wturan hukum adat Hukum adat yang hidup dalam masyisakat ini bagi
masyarakal yang masih kental budaya aslinva akan sangat terasa
Kehadiran hukum adat ndak memikirkan dan mempertimbangkan apakah

w ghan dmkor ame bdak oleh *-/-
muncul. Kata-katn “harus g " gilas hukum ndat Pada

y -~ N
o ahS VA,
/L ) WhRASS, OA\_.’

Ji-l
S\ ah, 7
-i'__f - ‘\;\

., meldinkan kareni ia harus

perdatnya masvarakit Indonesin Selan itw, dimenst terminologr hukum adat

berserta masvarakat adatnyva mempunyai kolerasi erat, itegral dan bahkun tidak
terpisabkan, Lizimnvi hukum sdat diungkapkan dalam bentuk petiatah din petitih,
sehagu contoh, dalam masyarakot Aceh vang dikenal dengsn unghapan: “Muree
anvk mepal Jerat matee adat phet ramia” kalay anak mat masih dapat dilihag
pusaranyva, tetapi kaliu adat di hlsngkan/mati, Maka akan sulit dican ungkapan

fainnya “berupa “Mirp | kanung edet, mate | kamung bumi” (Keharusan




mengikutl sturan adar suma dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut
b)) Kriteria Tmin vang dapmt digunakan sebogat patokan untuk memberi arti
pada masvarakat dalam hukum adat menyangkut porma vang disnut oleh

dilihat sejauhmana hakum it menyesusaikan diri dengan masvamkat, Sedangkan

hukum vang bersifat akuf yaitu seiaulmana hukum e dapat berperan akuf dalam
menggerakkan dinamika masvarakal menid suaty perubahan vang lerencina,
Dengan demikian hukum sebagal alat untuk merubah masyarakat (@ ool of socwal
enginering).

Hukum merupakan pantulon deri masyarakat muka tdok mudab untuk

memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara vang Nidak
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berakar pida nikai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selilu
terdapat hubungan tank menank antara hukum vang berlaki dan diberlnkukan
dengan masyarakatnva (Satipto Rahardjo, 2009, b 116}

pemenuhan kepentingan di bidang kehidupan tertentu, mengalami proses rerentu
Proses tersebut adalah, sebagai benkut

n) Proses pelembugaan (instifitionalization), vaitu bahwa suatu kaidah 48
atau perangkat kmdah dikenal, dwkw, ditasti dan diharpw dalam

kehidupan sehuri-han




b) Proses pembudavasn (imterndlication), vekni suaty  kaidah  atau
perangkat kmdsh vang sudah melembagy, selanjutnya mendarah-

daging dalam jiwa wurgs masyariks

tertulis  atou
mMEmpinyal temp
Pasal 1 KUHP 1u seolah-olah hukum prdang tdak tertulis vang hidup astou pernah
ada & masyarakat. senng dindurkan atse dimatikan pada zaman penjmaban,
dindurkunnya hukum pidisns tdak tertulis ity masih dapat dimaklumi karena
memang sesudr dengan politik hukum Belanda pada suat it Namun, skan
dirasakan lain apabila kebijakan ity juga diteruskan seusai kemerdekain Dengan

sdanya Pasal 1 KUUHP, hukum udak tertulishukum yang hidup itu hdak pernah
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tergali dun terungkap secarn utuh kepermukasn. kbususnya dalam  praktik
peradilan pidana maupun dalam Kapan akademik di perguruan tingg!
Selanjutnya, tidak pernah berkembang dengan buk “wadisi yunsprudensi”

maupun tradist akademik/kerlmuan hukum pidana tdek tertulie tu

Kalau ada, hanya dalam _ / \

Perjulunan sejural berlukunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banvak

para shit hukum justru mempelajeri hukum adiat sebagai hukum yang hdup di
masyarakat Indonesia Van Vollenhoven misalova, menvatukan bahwa apabils
“sescorang ingin mendapatkun pengetahuan dan keternngan tentang hukum vang
hidup di bumi i, justry kiareny keragaman bentuknve pada zaman lampau dan
sekarang. hukum adat merupakan hukum ash masvarakat [ndonesia. berakor pada
adat 1stiadat atau merupikan pancaran nilai dasar budava musvarakat Indonesia,
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yang berarti puls mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh
konstitusi. ULID 1945, vang berarti perumusan hukum adat sebagai bagun dari

hukum-hukum dasar negam Indonesin.

//f*u Ip'*\
»

nullupoena sine praevig fege ponple S2Am dan asas mdlum delicium m
misalnya bisa dilibat dalam Pasal 1 Avar | Kitab Undung-Undang Hukum Pidany
(KUHPY, méngatikan bahwa
“Suatu. penstwa pidann ataw  perbuatan pidana tidok dapat dikenm
hukuman, selain stas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang
sudah uda sebelum peristiwg atau perbuatan pidana tersebut”
Mengacu pada penjelasan tersebut temtang maksud dan kata legalitas maka
pada penjelssan berikut akan divmikan scuan hukum atw dosar hukum dar
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berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negasra Indonesia, khususnvi
pada persoalun perkawinan. Berdasarknn Undang-Undang Dasar (ULUD) Negara
KesatuanRepublik Indonesin Tahun 1945 vang dijadikan scbagal acuan dasar

|

i

AN\ T 77,

mengakui eksistensi agama dan segenap sjarannya (Tangke Wanua, 2003),

B. Kerangka Pikir

Nusantars masvarskat berpezang pada hukum adat. dalam  Undang-
Undang 1945 Pasal 18 B avat 2 dimana negara mengaku serta. menghorman
kesatuan-kesatuan masvarakathukum  adat  besena  huk-hak  tradisionalnya

sepanjang masth hidup sesus dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
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Desa Tanah Towa Kecamatan Kujang Kabupaten Bulukumba memegang pninsip-
prnsip adat istiadat umtuk i sejauhmana peranan masvarakar sdin terhadap
efekiivitas hukum adat sebagar kontrol sosial Sebab masyarakat adst Kajung

di 1engah-tengah masyarak
narma kehidupan begia

kﬁ.\. ‘.‘.l,l i ir_ﬁ
L ' J".j _

veveeen

Al

p { 'l
L L
7 l{. “ i 1\.-\-

1

okaan

Hukim Adat

Lingkungan
\ Hidup
Efektivitas Hukum
Adat sebagni kontrol

sosial di Tansh Ton
berjulan dengan baik




C. Definisi Oprasional
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Definisi Oprasional

Undang-Undang Dasar |

sar suntu Negarn ialah hanya
0V dnm Nr:gam it Undang-

kclnmpnk mmnmkm

Masvamkal Adat

Masyarakat adat merupakan istilah  umum  ateu

konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada
komamins-komunitas sdar hukum vang sudah ada di

juman pendudukan Hindia Belanda pada minsa i,




BAR Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penclittan i

vang terjadi di lingkungan di buwah pengamatsn, seperti pandangan partisipan
vang berada di luar penchitian, dan seperti apa aktivitas vang teriadi di latar
penclitisn. Penclitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan daw
mengenan “Efektivatay Hukum Adat Sebagar Kontrol Sova! Masvorokor ada Desa

Fanah Towa Kecamatan Kapane Kabupaten Bulukumba®™,

50
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B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penclitian ini dilakukan di Desa Tansh Towa Kecamatan Kajang

Kabupaten Bulukumba, diplihnya lokasi im karena dianggap wlah memenuhn

2. Tokoh Adm
Schagmy informan  utama untuk mengembul bagaimans  kemampuan

memahami terkait hukum adat vang ada & Desa Tanah Towa dan adunya
masvirakat hukum ada yang misih tast pada hukum sdat serta penerapan hikiom
adat terhap musvaraknt adat

3 Masyarakat Hukum Adat
Sebagal informan ulama untuk mengetahur bugmmana  kemsmpuan

memahami terkait hukum adst vang ada di Desa Tansh Towa dan adanva
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masyarakat hukum adat vany musth tant pads hukum adat serta penerapan hukum
adat 1erhadap masyarakat adat

4 Kepolisian
Sebagnt  mmforman  utama

memahami terkait hukum ag

Ny 7

1 ! VA
I\l\u-“hrf'?
g o Z

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk  memperoleh  data-data vang i butuhkan  guna  melenghapi
pembahasan, maka penulis melakukan eknk pengumpulan dais sebagm benkut:
1. Observasi

Observasi dalam hal ini adalsh penelilin melakukan pengumpulan data

dengan mengunjung secara langsung & lspangan dan melakukan twoya jawab
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snghat vung berhubungan dengan vanabel Dalam  pelaksanzan  observasi
diharapkan dapai memperoleh dats yang tak dapat diperoleh melului wawincara.
Sasaran observasi dalam penclitian i adalah Desa Tanah Towa Kecamatan

N

- :?"/}'*; ! l-!_\"-f

.l

olch, peneliti

dolam mengukur fenomens sosial serta alam vang sesuai dengan vanaobel
penelitian, Sugono (2009
u  Lembar observas:

Lembar  observayi  merupakan  pedoman  penclin  dalam  mengadakan

pengamatan dan pencanan swiemank wrhadap fenomena vang ditelin

b. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara merupakan pedoman penglinn dalam mewawancami

subjek penchan untuk mengeali sehanyak-banyaknya tentang apa.mengapadan
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bagaimana tentang masalish yang di berikan oleh peneliti pedoman ini merupakan
paris besar pertanyann-pertanyaun yang skan di berikan penelitt kepady subjek

penelition sebagaimana terfampir pada lampiran. Sebelum wawancam di lakukan

dicatat secara tehin dan rinct. Seperty telah dikemukakan makin lama penelitian di
lapangan, maka jumioh dota skan mokin banvak, kompleks dan rumit, Untuk it
perlu segera dilakukan analisis data melalu reduks: dota Mereduks: data berarti
meranghuin, memilih hal-hal vang pokek, memfokuskun pada hol-hal' yang
penting dican tema dan polanva dan membuang vang tidak perlu

2. Penvayian data (dora display)
Dalam penelitun kunlitatif, penvajian dow bisa dilakukan dalam bemtuk

urmian singkat. skema, bagan, tabel, hubungan antar kategon dan sejenisnva, vang
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berguna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam penvusunan
kesimpulan  penclition.  Pada  daswrnya, sjisn  datn  ditancang  untuk
menggambarkan suatu informas: secara sistematis dan mudah dilihnt serta

dipshami datam bentuk keselurubun sl




BAB IV
HASTL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

dalam anghka 201

Visi

Misi
1

L

memilika 10 kec

Kabupaten Bulukumba vang sejahtra dan mandin.

Mewujidkan Agroindustri dan  Agribisnis terpadu  melalui dukungan
invesiast secara optimal sera berkelanjutan.

Meningkatkan kuaiitas sumber dava manusin

Mewujudkan pemerintahan yang bersth dan amanah serta menjunjung
tinggi supremist hukum
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4. Mewujudknn Kabupaten Bulukumba vang bersih lingkungan dan alam
yang ramah mendukung Indonesia
5. Menimgkatkur perekonomisn Kabupaten Bulukumba vang mandiri melalui

d
o

w y °

/TR

)

Persisnva terfetak di desa Tana Toa bernds dalam wilavah Kecamatan
Kagang, salsh satu Kecamatan dart Sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan 49 Kecamatan kajang memuliki Juas Wilavah 12618
km, terpilah ke dalsm | kelurahan, 4 desa, dan 4 desp persiapan. Empat disa
persiapan (Bonwo Biraeng. Lembang. Batunilamung. dan Mattoamng). kareny
pertimbangan luas wilsyah din upaya pemenntah dacrah meningkatkan pelayanan
kepada masvarakatnyy cccara meluss di Kecamatan  Knjang,  merupakar




pemekaran dari ke-4 desa lumn vaiy, Lembanna, Tambangan, Tunatoa, dan Possi
tana. Kelurahan tana faya, saiti-samunya kelurahan di Kecamatan Kajang menjadi
by kots Kecamtan Kecamatwn Kejang disebut Bulukumba Timur oleh

i lﬂ_ hbm

bunhan di sekitar perairan
Teluk Bone, mempunyai maia pencahanan sehagn nelayan bak sebagai
pekerjaan pokok maupun sambilan.

Hasil dart lout tersebut dipasarkan di luar kecamatsn dun sebagum dyual di
Kajung senditi. Di kelurahan Tana jaya terdapai scbuah pelabuban, yaity
pelabuhan Kassi (pads musa pra-kemerdekaan, pelabuhan im memainkan peran
penting i Bulukumba, khususnys “Bulukumba  Timur™. schagai sarana
transportasi laut untuk mengapalkan hasil-hasil bumi dari wilsysh ini. Setelah




kemerdikaan, pelabuhan ini kurang berfungsi hinggn sekarang vang dimanfaatkan
oleh penduduk untuk jual-beli hasil laur Batas Wilayah Desa Adat Ammatos

Sebelah Utara - Desa Bonto Baji Sebelah Selatan - Desa Batunilamung Sebelah

Tumur - Desa Malleleng Sebelah Bag

e .'.‘

ne Secarn Keseluriahan Luis

a5 pemukiman 169 ha,

didiami oleh Ammaton sebagal pemimpin adat. Masyarakat adat Ammiton juga

tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Toa. Desa Bonto Baji. Desa
Mallcleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambéanpan

B, Hasil Penclitian
Berdasarkan observas: vang dilakukan penubs, gambaran  dilapangan
memperhthatkan  mercka memprakiekkan cara ldup sangar sederbana dengan

menclak segala sesuatu vang berbau teknologih dan modemitas. Bagi mercka,




benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatil’ bagi kehidupan mereka
kurena bersifat merusak kelestarian sumber dava alam Komunitas vang selulu

mengenakan pakaian serba hitam inilgh vang kemudian disebut sebagai

masyurakat adut Ammston

|. Searah asal mula K

pada. peristiwg penting bugt masyarakat Kajang vaito pada waktu pengantin Kue
merah menjudi kewajiban bagi mempeln luki-laki sebagar is1 bakupuli, padn

wiktu pesta kaomba kue mermh menjadi sanan utama, dan pada waktu pesta
kematian kue merah juga menjadi sajisn utsma.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanatoa { Wawancama: 15

Juni 2020), beliau mengatakan
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TSecary tersiral ada tiga kata vang perlu divrmkan pada muknanys. Ywtu
daratan kecil bermukna  bahws memang dabuly bumi ini keeil,
lamakelamaan setelah mengalami proses pemanasan lalu bertambah satu
dem sat, ‘dan peristiwa injlah orang kajang memaknainva sehagai bahwa
negen vang belakang terbelah adalah merupakan pecshan dari duratan

4; S MUHg,,
/ H@‘?‘ ‘Q\P‘J“h‘“ |

l,:'.\t ﬂ!'l :!.F.l'

nbing, (3) Tau

. Rk kerajaan
kyjane., din H ) Tau kaditilia sonbolenna yang tmmp dr Huowa bersamn
ihunvit. Bekas piekan terakhir Batara Dacng Rilangi bersama anak
keempatnya tau kaditilia simbolenna, masih dapat disaksikan bshkan welah
dibuat monument untuk mengenang manusin legendaries ™

Orang Kajang, sclain berasal dari tau manurung, juga banyuk vang berasal
bercampur darsh Bugss dun Mukassar melalui perkuwinan pads kedus suku,
schinggn omang Kajang menjadi gemtas Bugs dan Makassar dapat diliha dan
panggilan  schari-hari yaitd apabils sescorang menvebul atas  memangeil

seseorang denigari perlian darphnya sebnga paman atau Punna, maks yang

\



bersangkutun disebut atay dipanizeil puang sebagui panggilan darh bugis. dan

jika seseorang mgin discbut atau dipanggil yang gans peralian darshnya sebagai
sepupu dan seterusnyn beberapa benua 56 dan pulau, yang dalam isnlah pasang
vaity rambang sempit dun rambang, @ artinya pekarangan sempit dan

yang by mm;ndl Ammnmn hunylluh mng orang }r:mg notarung
pammase atau orang yang mendapat rahmat dan vang kuasa ™

Adupun sysrat syirat untuk dipilih menjodi Ammatos menurut Mail tokoh
masysrakat adat Ammaton Kajang adalah sebagai berikut -

Ahl dalam hal pasang,

b Tidak pernah dilihat oleh masvarakot melakukan sesuaty yang dianggap tidak
baik seperti berdusta, minum teak, benudi, staupun menipu serta perbustan
bun vang terceld

Konsisten dengan. apayang pemiah ia uwcapkan

Perbugtannya sesuai dengan ucapannys otsu satunya kata dengan perbuatan.

an




e. Uivakim oleh masyaruksn memiliki kesaktinn dan memiliki wibaws Serta
d segani dan dihormati aleh masyarakat banvak

Ammaton memliki daerah kekuasgan vang terdini atas kampung kampung

KASs, %
WSS,
f:':\}‘\l .‘.1 I "»".f{?

o

oy
- &

ttas tetapi dori bowah, dan rakyat melahn anggota anggota adar vang
cikentl sebagai ada panroakki bicarayva yang artinya banva dewun
edmiah yang berhak mengambil kepotusan Angpoin anggots dewan adat
inlah vang kemudinn dimintai pendapat dan pertimbangannva dalam
iemutuskan suaty perkary, karena mercka milah yang dinnggap sebagai
igpresentas: dan rakvat banvak.

Hifat demokrast im bukan hanys tercermin pada cara pelaksanian
pemermahan i, tewpi dalam cara cara bertutur dan bertingkah luku Dalam
percakopan schari han sering muncul adanya istilab apa nakua toloheya yang
artinva Dahwa dpa vang telah dikatakan dan diputuskan oleh orang banyak atau
kalnu oring banvak vang menghenduki demikion maka imulah vang harus didkuy




Selain 1tu berkembang pula prinsip le"rasa pau ada tle"rusa v pau uranang,

vang artinys batal keputusan pemerintah, tetapr keputusan vang diambil dalam

sumber dan ajaran vang tertulis, sumber Pasang vang diterima Ammatoa adalah
sjaran dan wnunan langsung dan Turiek Arakna, jadi semacam wahyu dilam
Agama Abrahamik yang diturunkan dan Tuhan ke seorang vang diutus untuk
menyampaikan wahvu tersebut ke seluruh umat manusiee Jika bt melihat
kedudukannya datam Perda Kab: Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasa) 1 avat
(7) vaitw

“Pasang R Kayung untuk selinjutnya disebut pasang adalab sumber nila
vang mengatur seluruh sendi kehidupan MHA  Ammatoa  Kajang,




dunmrimya berhubungsn dengan masalah sosial, budave, pemerintihan,
kepercavaan, lingkungan dan pelestarian hutan,”

Pasang vang berupn njarangdan perintah aduluh bersifat  mosalitas

a r
N\ ik 7

i
! J.if.'

Ammentengko Nu Kamase-miase. Berdini engkay sederhana
Acndonghko Nu Kamavesmaxe. Duduk engknu sederhann.
A dukkatko Nu Kamuase-mase. Berjalan enghau sederhana
A mea ko Nu Kamvse Maxe, Berbicara engkau sederhiana

Prinsip ini jikn digrtikan secara harfish sama dengan aninya secara i1 dan
makna Tetapi jika kita melihat isi Pasang yang menjadi simbol persatuan tetapi
harus dikaji secars maknawi kurena secara harfish memakai kota-kats khiasan

sepert




& Lemo Sihatu (Saty bush Jeruk), maknanya adalah jeruk ity menyimbolkan
persanun dan keteraturan didolamnyn karenn sebush jeruk dengan bulir jeruk

tersusun teratur dan rapt sena disatukan oleh kulit dalam dan luar

scbush sjaran tentang persatuan dan moralitss yang tegub. Pasang dengan
ketegont intadalah isinya lebih mengarah ke aturan yang bersifar sunksi bag vang
melanggar seperti, tidak boleh memungut hasil hutan |amngan, tidak boleh
merubith model rumah dun lain schugainya bersifu lorangan Hal ini menjadi
ketegasan vang tetap dijaga sakralitasnya hingga saat ini Salah satu pasang di
ungkapkan oleh Mail selaku masvarakat adat Ammatoa vang berbunyi -

“Pangsuln' rara lulong rambang sdolah larangan keras bagi sinpa saja
vang mengeliarkan darsh menusia, baik vang disengaja maupun tidak,
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buhkan Juka yang disebabkan perkelalian ataupun karena hal-hal fain
ving lain vang dischabkan oleh pelanggran yang mengeluarkan darh
meskipun tidak ada pembunuban maka akan Nipaxsalo (dikenakan sanksi)
vt Poko” Ho'hale (penjelosan akan urwkan pada pembshasan lam)
Silariang adalsh pernikahan vang tidak mengikut aturan adat umuk proses
pernikahan dan tanps persgifjonn keluarga sehingga kedua pihak antira
lak:-laki dan perempugpdias wilnyah adit untuk melangsungkon
pernikahan, diman g t8apat dikenakan sanksy Pode " o hala

' en catfe Sflual untuk memperingati seratus
ik, kedua pihak sudah ndak

4:7

\\Ml“h”ﬁ/

by Rie sukn' watty bouto-bonte niparatas sg mineel pamiamig baits ba'le
vt Aussi (ada suatu sadt nanti bonto-bonto [nama gunung] akan ruta don
akan terlihar jelas Kampung pantama pks kita melihat dar kussi'
[Ibuketn Kecamaian Kajang]). sesumi dengan  wawancara dengan
Haswan salah satu masyammkat kassi vang juga paman penehin,
menyebutkan bahwa buny: pasang sudah ada sk dis sekolah di
bangku Sckolah Dasar (SD), vang sangat sering diungkapkan dan
banvak orang yang memsa wkjub ketika pasang i terbukti Karena
sulit rasanya saat ity berfikir bagainana bonto-bonto diratakan dan
dilihatnys kampung pantama dari kassi yang scbelumnya tidak
tmungkin dilakukan.

€ Mie yuku' wattn bole Nderg', na v 'ravye sialle (ada suitu saat nantt
rumah berjalan dengan sendimmyva, dan suara akan saling bertemu




Jtanpa bertemu langsung]) Pasang int meramalkan akan adanya mobil
dun telefon jarak jauh,

Tiga urutan sanksi (Nipassala) dalam Pasang, dalam hal jenis hukuman
vang dibertkan pkn ada sengkelg g dipermasalabkan dan dilimpahkan ke
Ammaton dalam acara A b, /\ ) pada poin berbeda), maka dalam

paSilkan oleh Peradilan Adar,

e 1)
Tabel 1. (Laporan Masuk Lembaga Adat Kajang)

Perlu untuk diketahui bahwa jenis sanksi diatas adalah sanksi vang paling
umim dimang sanksi ini didapatkan dalam scara A horvng sebaagai bentuk
Perndilan Adat Kmjang Jenis-jenis permasalahan dan wrusan yang ditangani
Ammatoa sesumt dengan wawancara langsung yang diimpun dan Ammatoa,

Galla Puwo, Galla Lombo’, Tnu Toa Pakmsangeng dan masyarakal umum vang
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pernah membawa sengketanyn ke Ammaroo, bahwa jenis-jems peemasalahan dun
urusan yang ditangani oleh Ammatoa adalah -
“"Pembunuban adalah hal v

¢ sangal jarang terjadi bahkun sclama
rang tdak ada satu kosus pembunuhan
anpat keras temang 1, sesum dengan
FEmbavva, tpi pemah terjadh di

W ‘..1'“1, i
L - l‘-'ll_' 1 s |!;.-I
—_ :

—

¥ Pl e T

AT TV : Tahun
I 10 Pencurian Wilayah Adat 2019
2 16 Pencurian Wilayah Adar 2020
3 15 Pencurian Wilayuh Adat 2021

Tabel 2 (Laporan Masik Polis Sektor Kapangt)

Percbutan Warsan Sengketa Warisan yang binsa dibawa ke Ammatoa
adalah termak. tanah, harta benda dan, tanah @iliren vang dimaksud adalah tanah
vany menjadi mulik bersams diantara dua bersaudara mau lebib dengan status hak
pakai Hak pakai inilah yang sering dipermasalahkan, dimana sistemnya adadih




permusim lanam. biasanya ada saudara vang melebih) waktu tanam padahal
wiktunya sudah berakhir.
Salah satu kekhasan dan sengketa vang dilimpahkan ke Amimatoa sesuai

wawancara dengan Gally” Lomg

ARG

N
il 2

#

periluky setiap masvarakat adat Kajang sesunt pendapat Soedikno Merlokusumo

hahwa sumber Rukum it adalah -

I} Scbagai asas hukum, ymtu sesustu yang merupakan permulaan hukum,
misalnva Kehendak Tuhan, Akal Manusia, Jiwa Bangs

2y Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memben hahanbahan yang

sekurung berlaku




™

3) Scbogal sumber berlakunva vang memberi kekuatan berliku secara formal

kepada peraturan hukum, misalnya pengussa dan masyarakat
4) Scbagai sumber darimana hukum itu dapat diketahui. Nisalnys dokumen-

- i t
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penentu segalanya didalam kehidupan, hal ini menjadi bukti buhwa isi dan nilai
pappasang menjadikan huhunpan dengsn Twiek Arakna sebagni Konsep Ke-
Tuhan-an vang divakini masyamkat admt Kajang sebagni hal vang paling
diutamakan dan didabulukan dan vang lain, seperti hubungan dengan manusia
amupurt alam, karena kewtamann dalam pedoman i menpadi dusar dalam

keutamuan pedoman vang lain Atas dasar inilah yang menjadi Jsndasan Perda




kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Bagian Ketigs Huk Spritualitas dan
Kebudayaan Pasal 18 Ayat(1)

1) MHA  Ammawa Kajang berhak  menganut  dan
mempraktekkan kepercayann, upadig-opacara ritwl yang diwarisi
dari leluhurnya ™

Pasang mi disambung olel T PakTisingeng yang

Sengka dalam wawancars langsung vang memberikan contoh kongkeit dalaom hal
Kepetempuanan vakni jika kits tidak menjaga s dengan melihat seorang
perempuan maka keluarlah ucapan yang tdak pantas dan angan sudah sampa
padia hal vang dilanang dimana langka kaki vang membawa kita pada
kemaksiatan. Prnsip berlaku untuk semus aktifitas Kesichanan masyarakat udat
Kajang. vang divakini akan membawa kedaimaan. Pedoman im dijadikan salnh

satu hak masyarakat Adat Kajang dalam Perda Kab, Bulukumba Nomor 9 Tahun
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2015 Bugian Kelima Tantang Hak Untuk Mengurus Sendini Pasal 21 avat (1) dan
(2) yaitu
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus dirl sendiri secara

swidava, melalu kelembngann & -- sudah ada secara turun temurun
dan Een&mgnlm&mgu bary pakisti  pet

hird masyarakal adut vang bersanghutan,
21 Melakukan kegitan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat vany
berlaku dan udak bertentangan dengan undang-undang, dan
3) Mendopatkan  pemberdavasn  dalam  mngkin | memngkatkan
kesejahterannya
(2)Pengukuhan  keberadsan  dan hapusnys  masvarakat  hukum  adat
schagnimana dimaksud dalam ayar (1) dioctapkan dengan  persturan
dacrah.

Hukum adat vang termakiub dalam pappasang mengatur pengumbilan
hasil hutan vanu tanam, pilih baru tebang schagai contoh jika seseorang ingin
menebang satu buah pohon maka harus menanam dis bibit pohon yang suma, din




T4

setelgh  diputuskan oleh Ammatoa lavak untuk tumbuh dan  diwaibkan
memeliharanya sampal simp digunokan kembali oleh masvorakst lannyvs maka

barulah seseorang dapmt mencbang satu pohon, aturan i sangat dijaga ketat

¥ - %
i

a iR
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Dava Alam juga memasukkan pedoman ini sebagal dusar hak dalam pengelolaan

kekayaan alam vaitu :

(1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas tanah-tansh, wilavah dan sumber
dava alam vang merekn miliki atau duduk) secara turun-temurun danatau
diperoleh melaln mekanisme yang tan.

(2) Sumber Dava Alam sehagnimann yang dimaksud dalam ayar (1)
mencakup segala sesustu baik  yang  dipermukaan  maupun  yang
terkandung didalam wnah

(3) Hink atas wanah, wilayah dan sumber daya alum schagamuna dimaksud
pada avat (1) mencakup hak untuk memiliki,  menggunakan,
mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turuntemurun
dan/ntau cara-carn vang lain
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Salah salah atu knsus vang sempit di ceritakan oleh Mail masyarakat adi
bahwa pemah terjadi schuah knsus yang dilukukan oleh salah seotang vang

bemmama Lekkong, umur 55 tabun, pekerjaan pagalung (petani). berasal dan

rrmmuh Borong Battasaya
pleh warga masyarakal

T nlw
\ -:J 1._’ \Q&x'

(didenda menurut adat), Atas dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan bahwa

ving bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda vang disebut cuppa bahbalok,
vaitu sebesar Rp 4,000,000.- sty dan satu gulung kain putth. Sedangkan pohon
vang ditebangnva udak dizzinkan unwk diambil, melmnkan dibiarkan wergelenk
ditempat penebangannya sampat lapuk, karena dikhawatirkan apabila pohon kayu

tebangan dapat diambil, batk oleh peluky maupun orang lam skan menmbulkan

keinginan untuk berbust yang sams.




T

Hal terscbut dapat saja ferjudi, bilamana denda dengan taksiran hargs kavu
hasil ebangun jauh berbeda. Pada umumnya pohion kayu vang sda di dulam hutan

sudah berusiz tua, besar dan tnggr, sehinggs niiniju:.lnya akan sangat tmggi bila

dibandingken dengan denda vang d mrruﬂna Untuk menghinduri

kayu hasil 1ebangan

J
\hp'”"b S4q
\"'\ 1 “l rf/

bersamu-sumi menjaga hutan dari orang-orang vang bermaksud juhat  Sanksi

vang dijatubkan oleh Ammumoa adalah berdasarkan ketentuan FPavang. namun
denda vang berupa wang dan kain putth merupakan Kesepakatian bersama ving
dihasilkan melalid musyawarah abborong Selmn sanksi-sanksi lersebut, masih
adan  hukuman tambohan  atas  pencurian kayu, berups  kewajiban  untuk
mengembalikan batang pohon curian wtu (kalay sudah terlanjur diambil), dahan,

ranting dan duunnye di simpan ke tempat pohon itu yang ditebuny demikian jugn




T

pencunian lainnva sepeni pencurian ternak, Kendarann dan lain-lain vang terjadi
dalam kawsan adat akan disdili oleh pengadilan adnt knjang dun diberikan sankst

menurul pasang, berat dan ringannya sankst ftu ditentukan datam pengadilan adat
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geinpa Taut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakanan
kereta api, huru-hars, pemberontakan atau bahaya perang

3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
vung ada rumahnyva, vang dilakukan oleh omng vang ada di site bidak
diketahu atay tidak dikehendaki oleh vang berhak

4) Pencurian vang dilakukan oleh dua orang stuu lebih.
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5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan Kejshatan, atau untuk
samp pada barang yung diambil, dilakukan dengan merusuk, memotong

atiu memanjat, atau dengan memgkal anak kunci palsu, perintah palsu

atuy pakaian jubatun palsu

yung diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukii, sedangkan terhaddp
lamanye masa hukuman vang dijatuhkan tergantung peniiaian hakim berdosarkan
fukta-fokta vang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal vang
meinberstkan maupun yang meringankan atgs perbudtan terdakwi versebut.

Serta Putusan  Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3SPUUX2012
TANGGAL 16 Mes 2013, vang menycbutkan bahwa hutan adat adalah hutan

vang berada dalam wilovah musysrakat hukum adat menjadi salah satu dosar
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pemenuhan hak masysraket adst Kajung dalam mengelola dan menguasa) hutn
dan wsmyn dan negara yang jugs menjadi dusar menimbang dalom Keputusan
Menten Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
SKA6T46MENLHKPSKL/KUM. I/]

wturmn (poesange)

hepercavaan yang masih sangat tingg kepads mekanisme  penvelesaan
masalah oleh Ammatoa, sesumi dengan wawancam langsung dengan Galla
Lombw’, hal iy werlibat dun jumlah kasus vang ditengam oleh Ammatos lehih

banyak daripada jumlah vang ditangam olch Kepolisian
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2. Mekanisme dalam  menjalankan  Kontrol  Pelestarian  Hutan  oleh
Lembuga Adat

Jikn kit melihat mekanisme Hukum  Acars Lembaga Adat dalam

menyelesatkan setisp wrussn dan pe

n vang wradi dalam masvaraka
adat Kajang maka mekanismeng

B asa

o P E——

w /” wp*"“& *
’Q ‘Jr . ﬂ

pemangku adst dun tokoh masyiarakat, A borong menjudi salah satu cara dalam
memutuskan segale permasatahan dan sengketa dan menjads prlihan ylama datam
proses penyelesman dibandimgkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikian
dalum A horong.

Setiap urusan dan  permasalahan  vang  dilimpahkan ke  wilayah

pentyelesainn adat berdasarkan dus cars Pertami, urusan dan permasalahan

tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadin berups acarn




adat seperti yang terjadi pada ssat ritual o digingd vang dibadin langsung oleh
penehti, dimana pemanggilan int diwakill oleh pemangku admt dan tokoh

masvarakat Kedua. setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dar

{ Gullarang ) maupun

wneng Kapng dimana bersifat

admimistratil’ kepemenntahan, dan jika bersimggungan dengan musalah adat

dan permasalahan ltin vang tidak mampu diputuskannya kecuali di forum

AThorong Ammaton imaks i membawa permusalahin tersebul ke Ammatos,
jadi diforum ini bisa melahirkan keputusan dan bisa melahirkan usulan,

b. Keputusan A, adalsh forum penvelesaian musalah vang diputuskan oleh

pars pemangku adai (Gallarrang), sama dengan forum Labbirnaw jiks

masalah tersebut menemu jalan buntu dan ndak dapst diputuskan diforum



Ada’ oleh para pemangku adat maka wajib oleh pemangku adat menyerahkan
permasalahun dan sengkets tersebut ke Ammatos. Forum ini juga bisa

melahirkin keputusan dan bisa melahirkan usulan

¢ Keputusan Ammatoa. adalah

it

gel dan erutama dalam upava

penyelesaiun sengketn d

2 ;“‘-‘.:s 9“
e
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dengan peradilan Negaura tetapt Ketiganya merupakan situ kesatuan yang tidak
terpisahkan karena pada dasamys ketiganya merupakan keputusan vang ama
oleh Ammatoa vang didasatkan pada pappasang bahwa ada figa jenis putusan
dalam adal Kajang Siapapun yang tidak mengikutl putusan (Lo 'Aa’) muka
digolongkan dalam sankst Poko ' Ba "hala

Tata Urutan Pelaksansan 4 ‘horong adalah s¢bagm berikut




a) Setelah uda pelaporan atau usulan dany Pemangku Adit makn Ammatoa
akan memangeil pars pemangku adat untuk membicarakannya Jebih duly.
b} Setelah siap untuk dilaksanakan prgsesi A ‘horong maka Galla Puto adalah
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d) Prosesi pembuktion ndalah prosesi vang dilaksanakan sangat telin dun
egns Semua orang-omng vang dngeap terlibal dalam sengketa sepert
tergugnt, penggugal saksi-saksi, pihak kenga, pihak keempat dan lsinnya
wapb untuk ddodukkan dispiu bansan tempit duduk vang sama dan
dimimtad keterangan vang jujur, jika adn keruguan didalamnya atau
keterangan vang disamparkan oleh pihak vang bersenghketa menurit foram

sangat penting menjudy dosar keputusan maka diperlukan divvn paksa yang




sangal leges dan sokral, vaitu dengan melaksanaken nitual tambahan vaiu
Twnra wiau disumpah (Penjelasan lenpkup tontang sumpah ini akin
dibithas pada poin berbeda)

¢l Seteloh prosest pembuktian dg ko diperiukan telah dilaksanakan

“!‘ o A
'\ /f‘ flp*"\\

durah manusia Jolang embayye meskipun tidak membunubl sekalipun
seseorung maka tidak ada kebijaksanasn Ammatoa yvang dibenikan karena
pelonggaran i melanggor sturmn yang memang songat dilsrang (e b’
Rl

N Keputusan (Le ba) Pada akhir A'borong ini diputuskanlsh keputusan dan
sengketa vang dibahas spakah termasuk Cuppe’ Ba'baly, Tangnga

Ha'hale ataw Poke® Ba'bala, setelah Ammatoa memberikan salah sat




8s

‘dari Ketiga sunksi maka putusan harus secepat mungkin diluksangkan demr
menghindar kekacauan dan keburukan vang akan menimpa wilayah adat

yang disebut ( manraki teu ta bala)




BAB YV
PENLTUP

A Kesimpulan

Adapun kesimpulin dalam pen,

Efekuvitas Hukum Ags

Hukum Adst Ammatoa Katang serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutinan Nomor: SK 6746/ MENLHK-PSEL/KUM 7122016 Tentang

Penetapan Hutan Adat Ammaioa Kajang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan  penelitian, maka penulis merckomendasikan

berupa saran-saran schagai berikud @
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1. Sebaiknya peritndungan dan pemenuhan hak masyarakat adst sepanjang
sepalan dengan kriteria yang dimaksud dengan misyaraknt adst merupakan

tgas dart Negarn, olehnya it pencagatan dan mventanisasi vang lengkap
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Judul penelitian Efektivitas ngai Kontrol Sosil
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pemirintuh
dalam

IMEMAITEZAN
konflik sosml
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Data Pemetann Penelitian

1. Sejorah Asul Muly Kajang
Berdasarkan hasil wawancara denggan Kepala Pemangku Adai Ammatoa

> (L ".I\\

\I,j,;:_

IS Junj 2020}, belipu mengatakan -

“Verst kedua 1tu berasal dan tempat eroipta pada awalnya kajung:
berusnl dar Kt sikajarian arou akkagarian yang dopat diartikan
sehagal segala sesvatu vang tercipta mulamula di tanatod, stulah
sehabnya saleh sau kampong vang ada di wilayvah desa tnatoa
dahuly, setelah  pemckanin menjedi  kampong  lupare artinya
diciptakan, saying kot tupare tidak menjclaskan sectra ringi apa
vang diciptakan,  Akan tetapi jika  menelusun kalimat dan
menyimak pasang secara tersiral ditemukan kaiimar bahwa wnah
al muld di dunin ysitu tombolo ssbuah bukit berbentuk

temptirung kelaps ™
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Hasil wawancart dengan Kepals Desa Tanatoa (Wawdncara 15 Jum
20201, belisu mengatnkan

“Menurut  Sejarah  Asal-usul orapg kajang herssal dari Taw
Manurung yang keluar dan serupgamboo pettong yang bernama
U Tamparang Daeng

@ity o( 1) Tau tentaya

a  Ahl datam hal pasang

b Tidak pernah dilthat oleh masyvarnkat melakokan sesuatu yang danggap tidak

baik seperti herdusta, tinum ek, berjudi, slaupun mempu sern perbuinan

tain yang tercela

Konsisten dengan apa vang pernah i ucapkan

Perbuaumnttya sesuar dengan ucapannys atau satunya kata dengan perbustan.

¢ Divakinl oleh misyarakit memiliki kesaktion dan miemilikn wibawa serta
dsegan dan diharmati oleh masyarmkat banyak

=n

Hasil wawancars denpan Kepala pemangku Adat Ammatoa (Wawancary

15 Juni 2020), beliau mengatakan -
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“Dalam sistem pemerinaban patuntung kekuasaan tidak bersumber
dar ates tetapn dan bawah, dari rakvat melalui anggota anggoia
asdut vang dikenal sebagw ads panroakki bicaravys vange artinya
hanvs dewnn adatlah ving berhak mengambil keputusan Angeota
anggota dewan adat milah vang kemudian dimintai pendapar dan
pertimbangannya dalam memutus@cuatu perkara, karena mereka
milsh yang diangeap sebagii sl

N 7

e T T g e
I ek

il ) - Ll

vang tids “mEneTem i i b Wi [
tanpa persetujuan kelunrga schinggs kedua pihak antora laki-laki
dan perempuan keluar dan waliyah adat untuk melangsunghan
pernikahan, dimana pelanggaran int dapat dikenakan sanksi Poko’
Ba'baly ditambah dengan ritusl A'dangang yvaity ritl untuk
memperingati seritus han Kematian sescorang, maksudnya adalah
kedua prhok sudah udak dianggap lagi sebaga masyvarakst odat
Ammiton dun dispggap sudah memngeul ™

Berdasarkan hasil wawancarn dengan Mail tokoh masyarikat adut beliay
mengatakan

a  Rie suku wattu kateleng bulu wkkaly’-kalu™ na nilambengi n
wlara” le'leng battu ¢l gowa sa’genna Kajang na injo wattud i
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passiki“dekangi 10 ngera api (ada sunty saal nanti tumbuhan
kaleleng [semacam tali pengikat] menjalar kemana-mana dan
unamah it dilaluy oleh wiar hitam dori gowa sampai Kajang
dan pada st ot hanya dengon sekejp muta kitn dapat
meminta kaboran api), Ramalap i bercenta kehadimn listrik
dan aspal

b. Rie suku' wary bonto-byg

ba'le n kassi (ada sys

akan rat cdan g

L1 nitirol pantama batty
) prite [narmn gunung|

-*":':.""-.\'-' el rr"”:'l

- . -
S PR L VR - ey
P et ) FOMITEE i =Y
e M Sset
R T R

B i
! 4
TN ':\
’ o

- Tangngs | *
dikenakan )

serbilan juts rupiah

Cappa’ Fa’bala pelanggaran nngan dimana ancaman in} dikenakan
hukuman sebanvak lima real (setarn dengan lima juta rupiah)

tal

Jenis-jemis permasalahan dan urusan vang ditangan; Ammatod sesuai
dengan wawancars langsung yang dihimpun dan Ammatod. Galla Puto, Gally
Lombo’, Tau Toa Pakrasungeng dan masyarakal umum yang pernih membawa
sengketanya ke Ammatoa, bahwa jenis-jemis permasalahan dan wrusan vang
ditangam oleh Ammaton adalah |
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“Pembunuhan ndalih hal vang sangat jarang teradi bahkan selama
Ammatoa yang menabal sckamng tidok sda satu kosus
pembunuhan pernah teradi karna sturin yanyg sangat keras (entang

i, sesum dengan pasing Angpangsulu’ Rm Ri Ialang Fmbayya,

tapt pernah terjadt di Ammatoa s

Selain ammatoa pihak berwenungepolisian jugn menangan) kasus

.
f':'fjf” ;H*l‘h‘

nmsymht H!Ht kajong mg,m Jarang tl!l‘]lidh imlnh bukt
betapa pappasang mempunyail fungsi kemanfhamn hukum yang
sangat efeknf ™

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dxsa Tunah Towa, beluu
mengatainkan bahwa
“Sampai han inivtingginya efiek jerang  vang dibenkun oleh

peloku maka pelaku itu tidak mengulangs perbustannya jads
peranan hukum sdat sangat itnggi”™
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